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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Kebijakan Formulasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup menerapkan asas ultimum remedium, hal ini secara tidak langsung 

mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir, 

hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dapat 

digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa berlakunya ketentuan hukum 

pidana tetap memperhatikan asas subsidaritas, yaitu bahwa hukum pidana 

hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti 

sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku 

relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau 

perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Penerapan asas 

ultimum remedium dalam kebijakan ini merupakan sebagai bentuk upaya 

untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 

2. PT Lapindo Brantas membuat kesepakatan kompensasi sebagai bentuk 

tanggung jawab perusahaan dengan membeli tanah dan/atau bangunan dan 

resettlement. Selain itu, PT Laindo Brantas juga mengambil tanggung 

jawab untuk hal-hal; isu-isu sosial di dalam wilayah yang terkena dampak 

luapan lumpur, penyediaan bantuan dana bagi petani yang lahannya 

terkena luapan lumpur, pendanaan bagi petani yang sawahnya digunakan
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untuk menampung lumpur, pendanaan bagi pekerja yang diberhentikan 

oleh pabrik yang terkena dampak, pendanaan bagi usaha kecil, bantuan 

relokasi bagi pabrik-pabrik agar dapat melanjutkan kegiatan, penyediaan 

sarana dan prasarana umum di tempat penampungan, layanan dan fasilitas 

kesehatan bagi penduduk yang direlokasi, pembayaran asuransi jiwa dan 

bantuan bagi korban yang terkena dampak luapan lumpur, pengawasan gas 

berbahaya (h2s dan hidrokarbon), dan penyediaan bantuan keamanan bagi 

para pekerja yang membangun barikade dan operasional sumur relief. 

3. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemulihan lingkungan 

hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang 

tidak cukup dengan hanya pemberian sanksi pidana yang berupa pidana 

penjara, kurungan dan denda.  Mengingat bahwa masalah lingkungan 

hidup merupakan masalah yang kompleks, sehingga perlu dilakukan 

formulasi undang-undang dalam bidang lingkungan hidup yang 

mengakomodir untuk dapat diterapkannya restorative justice sebagai 

langkah awal dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. 

Pendekatan restorative justice dirasa lebih efisien, efektif dan berdaya 

guna serta memberikan rasa adil bagi masyarakat dan lingkungan yang 

menjadi obyek tindak pidana lingkungan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 
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1. Pembentuk peraturan perundang-undangan diharapkan membentuk 

peraturan di masa mendatang (ius constituendum) khususnya dalam bidang 

lingkungan hidup mengakomodir mengenai restorative justice dalam 

penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. 

2. Meningkatkan peran pelaku, korban dan seluruh stakeholders yang terlibat 

dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup supaya mencapai 

kesepakatan untuk melakukan penyelesaiannya tindak pidana lingkungan 

hidup secara efisien, efektif dan berdaya guna. 
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